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BABIV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Sejarah Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia

Praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode
1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar
ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk
menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M
Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Sebagai uji coba,
gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di
antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta
(Koperasi Ridho Gusti). Sebagai gambaran, M Dawam Rahardjo dalam
tulisannya pernah mengajukan rekomendasi Bank Syari’at Islam sebagai
konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha
menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha
dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan
transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni mudlarabah,
musyarakah dan murabahah (Antonio, 2001:2).

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia
baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 — 20 Agustus 1990, Majelis
Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan
perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian
dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 —

25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok
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kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut
Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan
konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adélah berdirinya
PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri
pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi
beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Sampai bulan
September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia.

Kelahiran Bank Islam di Indonesia relatif terlambat dibandingkan
dengan negara-negara lain sesama anggota OKI. Hal tersebut merupakan
ironi, mengingat pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan Ali
Wardana, dalam beberapa kali sidang OKI cukup aktif memperjuangkan
realisasi konsep bank Islam, namun tidak diimplementasikan di dalam
negeri. KH Hasan Basri, yang pada waktu itu sebagai Ketua MUI
memberikan jav'vaban bahwa kondisi keterlambatan pendirian Bank Islam di
Indonesia karena political-will belum mendukung.

Selanjutnya sampai diundangkannya Unclang-ﬁndang No. 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, BMI merupakan satu-satunya bank umum yang mendasarkan
kegiatan usahanya atas syariat Islam di Indonesia. Baru setelah itu berdiri
beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI membuka cabang Syariah pada

tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari
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Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian
lima cabang baru berupa cabang syarizh dari PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk. Per bulan Februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-
bank yang sudah mengajukan permohonan membuka cabang syariah, yakni:
Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar

dan BPD Aceh.

B. Peran Perbankan Syari’ah %alam Pemberdayaan Masyarakat

Konsep syariah telah menyediakan berbagai akad yang berbeda
untuk mencukupi kebeutuhan para pemilik dan pengguna dana dalam
berbagai bentuknya. Akad-akad dasar dalam konsep syariah meliputi;
pembiayaan  cost-plus  (murabahah),  Profit-Sharing (mudarabah),
persewaan (ijarah), persekutuan (musharakah), dan penjualan dengan
pesanan (bay' salam). Akad-akad tersebut merupakan blok bangunan
dasar yang dapat dikembangkan secara lebih kompleks dalam perbankan
syariah.

Fikih muamalat Islam mendefinisikan akad adalah kontrak antara dua
belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni
masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-
masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, ferms and
condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah well-
defined). Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu
tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi

seperti yang sudah disepakati dalam akad. Dari segi ada atau tidak adanya
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kompensasi, fikih muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni
akad rabarru’ dan akad tijarah/mu’awadah.
1.  Akad Tabarru’

a. Akad tabarru’ (gratuitous contract)

Akad tabarru’ (gratuitous contract) adalah segala macam
perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi
nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis
untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru’ dilakukan
dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan
(tabarru’ berasal dari kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya
kebaikan). Dalam akad rabarru’, pihak yang berbuat kebaikan
tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak
lainnya. Imbalan dari akad tabarru’ adalah dari Allah SWT, bukan
dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan
tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekadar
menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat
melakukan akad tabarru’ tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun
mengambil laba dari akad tabarru’ itu. Contoh akad-akad tabarru’
adalah gard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, Wadi ah, hibah,waqf,
shadagah, hadiah. Tiga bentuk umum akad tabarru’, yakni:
Meminjamkan Uang, Meminjamkan Jasa Kita dan Memberikan

sesuatu




b. Meminjamkan Uang

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi
jenisnya, setidaknya ada 3 jenis, yakni sebagai berikut. Bila
pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain
mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu
maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan gard.
Selanjutnya, jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi
pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah
tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut
dengan rahn. Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman uang, di
mana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak
lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini
disebut hiwalah. Jadi, ada tiga bentuk akad meminjamkan uang,
yakni gard, rahn, dan hiwalah.

. Meminjamkan Jasa Kita

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa
juga terbagi menjadi 3 jenis. Bila kita meminjamkan “diri kita”
(yakni jasa keahlian/keterampilan, dsb) saat ini untuk melakukan
sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut wakalah. Karena
kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut,
maka sebenarnya kita menjadi wakil orang itu. Itu sebabnya akad
ini diberi nama wakalah. Selanjutnya, bila akad wakalah ini kita

rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi



wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa custody
(penitipan, pemeliharaan), maka bentuk peminjaman jasa seperti
ini disebut akad Wadi’ah. Ada variasi lain dari akad wakalah,
yakni contingent wakalah (wakalah bersyarat). Dalam hal ini, maka
kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas
nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya, atau jika sesuatu
terjadi. Wakalah bersyarat ini dalam terminologi fikih disebut
sebagai akad kafalah. Dengan demikian, ada 3 (tiga) akad

meminjamkan jasa, yakni: wakalah, Wadi’ah, dan kafalah.

. Memberikan sesuatu

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad
sebagai berikut: hibah, waqaf, shadaqah, hadiah, dil. Dalam semua
akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada -orang
lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama,
maka akadnya dinamakan wagqaf. Objek wagqaf ini tidak boleh
diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset waqaf. Sedangkan
hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada
orang lain. |

Begitu akad tabarru’ sudah disepakati, maka akad tersebut
tidak boleh dirubah menjadi akad tijarah (yakni akad komersil,
yang akan segera kita bahas) kecuali ada kesepakatan dari kedua
belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad tijarah tersebut.

Misalkan Bank setuju untuk menerima titipan mobil dari



40

nasabahnya (akad wadiah, dengan demikian bank melakukan akad
tabarru’), maka bank tersebut dalam perjalanan kontrak tersebut
tidak boleh merubah akad tersebut menjadi akad tijarah dengan
mengambil keuntungan dari jasa wadiah tersebut. Sebaliknya, jika
akad tijarah sudah disepakati, maka akad tersebut boleh dirubah
menjadi akad tabarru’ bila pihak yang tertahan haknya dengan rela
melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak

yang belum menunaikan kewajibannya.

Akad Tijarah
Seperti yang telah kita singgung di atas, berbeda dengan akad
tabarru’, maka akad tijarah/mu’awadah (compensational contract)
adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit
transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari
keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad tijarah adalah
akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dlhl. Berdasarkan tingkat
kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah pun dapat kita bagi
menjadi dua kelompok besar, yakni:
a. Natural Certainty Contracts
Dalam Natural Certainty Contracts, kedua belah pihak
saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek
pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di
awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (quantity), mutunya

(quality), harganya (price), dan waktu penyerahannya (time of



41

delivery). Jadi, kontrak-kontrak ini menawarkan return yang tetap
dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-
kontrak jual beli, sewa-menyewa, dll, yakni Akad Jual-Beli dan
Akad Sewa-Menyewa

Dalam akad-akad di atas, pihak-pihak yang bertransaksi
saling mempertukarkan asetnya (baik real assets maupun financial
assets). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri-sendiri (tidak saling
bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada
pertanggungan resiko b;rsama. Juga tidak ada percampuran aset si
A dengan aset si B. Yang ada misalnya adalah si A memberikan
barang ke B, kemudian sebagai ganﬁnya B menyerahkan uang
kepada A. Di sini barang ditukarkan dengan uang, sehingga
terjadilah kontrak jual-beli. |
. Natural Uncertainty Contracts (NUC)

Dalam Natural Uncertainty Contracts, pihak-pihak yang
bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets
maupun financial assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian
menanggung  resiko  bersama-sama  untuk mendapatkan
keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditﬁnggung bersama.
Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan
(return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-
nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak

investasi. Kontrak investasi ini tidak menawarkan return yang
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tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak “fixed and predetermined” (tidak
tetap dan tidak dapat dihitung sebelumnya).

Dalam semua bentuk akad ini, berlaku ketentuan
sebagai berikut: bila bisnis untung maka pembagian
keuntungannya didasarkan menurut nisbah bagi hasil yang telah
disepakati oleh pihak-pihak yang bercampur. Bila bisnis rugi, maka
pembagian kerugiannya didasarkan menurut porsi modal masing-
masing pihalc yang bercampur.

Perbedaan penetapan ini dikarenakan adanya perbedaan
kemampuan menyerap (absorpsi) untung dan rugi. Untung sebesar
apapun dapat diserap oleh pihak mana saja. Sedangkan bila rugi,
tidak semua pihak memiliki kemampuan menyerap kerugian yang
sama. Dengan demikian, bila terjadi kerugian, maka besar kerugian
yang ditanggung disesuaikan dengan besarnya modal yang

diinvestasikan ke dalam bisnis tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan diawal, bank syariah tidak
menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan
maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman
karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank
non syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara
sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya
dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan

sewa menyewa. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil.
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Bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan wusaha untuk

memperoleh  imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun fungsi dan peran bank

syariah, antara lain sebagai (Suharto, 2001 : 24):

1. Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah
dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi

2. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun
dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan
alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi
hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara
bank dan pemilik dana

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank
non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

4. - Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq,
shadagah  serta pinjaman kebajikan (gardhul hasan) sesuai

ketentuan yang berlaku.

Sistem perbankan Islam diharapkan akan menjadi stabilisator
perekonomian. Harapan ini disebabakan oleh komitmen perbankan Islam
atas penghapusan pembiayaan hutang dengan mekanisme bunganya yang
memberati perekonomian. Selain itu sistim ini membuat struktur
kewajiban dan aset secara simetris dihubungkan melalui kesepakatan

pembagian keuntungan dan tidak adanya biaya bunga yang ditetapkan.




44

Alokasi efisiensi terjadi disebabkan alternatif investasi dengan tegas dipilih

berdasarkan pada produktivitas dan tingkat ekspektasi return.

C. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Peran Perbankan Syari’ah

f:?Talam Pemberdayaan Masyarakat

1. Faktor Pendukung

Keberadaan bank Islam di Indonesia masih memiliki peluang

yang mengembirakan dan perlu dioptimalkan guna membangun

kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung

program pemulihan dan pendayaan ekonomi nasional, selain

restrukturisasi perbankan. Hal itu dikarenakan adanya beberapa

- pertimbangan, antara lain ;

a.

Kebutuhan  jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat
menerima konsep bunga.

Rakyat Indonesia 85 % beragama Islam, meskipun pada
hakikatnya agama non Muslim pun (Yahudi dan Nasrani) juga
menolak konsep bunga ini, yang telah nyata gagal dalam usahanya
mensejahterakan masyarakat dan bangsa ini, bahkan telah membuat
terpuruk perekonomian Indonesia (Rahardjo, 1990: 42-48). Apabila
penduduk Indonesia saat ini 220 juta maka 187 juta adalah
beragama Islam, meskipun tidak semua orang Muslim memahami
konsep bunga ini maka disinilah tugas kita, terutama ulama dan
cendekiawan yang secara khusus memiliki pengikut, éeperti ulama

dan cendekiawan yang ada di organisasi sosial kemasyarakat (NU,
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Muhamadiyah, Al-Irsyad, dll.) maupun organisasi partai politik
(PK, PBB, PNU, dlL) untuk memberikan pemahaman dan
sosialisasi tentang keberadaan perbankan syariah di Indonesia
secara terus-menerus. Berdasarkan data BMI bahwa jumlah
nasabah BMI dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
maupun keuangan mikro lainnya yang berprinsip syariah masih 0,2
% dari nasabah bank nasional sehingga perbankan syariah masih
dapat memobilisasi dana masyarakat dengan bersaing dengan
perbankan konvensional, terutama dari segmen masyarakat yang
selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan
konvensional.

Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan
| prinsip kemitraan.

Dalam sistem perbankan konvensional, konsep yang
diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur yang antagonis
(debitor to creditor relationship). Seorang debitur harus dan wajib
mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya, apakah debitur
mendapatkan untung atau rugi. Kreditur tidak mau ambil peduli.
Hal ini berbeda dengan sistem perbankan syariah. Konsep yang
diterapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis (mutual
investor relationship), sehingga adanya saling kerjasama dan
kepercayaan karena dalam perbankan syariah menerapkan nilai '

ilahiyah sebagai pengendali yang bersifat transendental dan nilai
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keadilan, persaudaraan, kepedulian sosial yang bersifat horizontal
(Antonio, 2001: 227).
Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan

Sistem perbankan syariah memiliki keunggulan komparatif
berupa penghapusan pembebanan bunga yang berkesinambungan
(perpetual interest effect), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak
produktif dan pembiayaan yang ditujukan pada usaha-usaha yang
memperhatikan unsur moral (halal). Produk perbankan seperti
berupa tabungan, giro dan deposito yang menerapkan prinsip-
prinsip simpanan (depository), bagi hasil (profit sharing), jual beli
(sale and purchase), sewa (operational lease and financial lease),
jasa (fee based services) (Qordhowi, 1997).
Peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah

Gairah perbankan nasional, baik keinginan untuk membuka
kantor bank umum syariah ataupun kantor unit syariah dapat
terlihat dari perkembangan yang pesat jumlah perbankan syariah di
Indonesia. Apabila saat-saat krisis tahun 1998 baru ada satu Bank
Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, dengan 9 kantor
cabang dan itu hanya tersebar di Pulau Jawa dan 77 Bank
Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) maka per tanggal 23 Juli 2002,
sudah ada 2 Bank Umum Syariah, yaitu BMI dan Bank Syariah
Mandiri (BSM) serta 6 Bank Umum Konvensional yang mem_buka

unit syariah, yaitu BNI 1946, Bukopin, BRI, Danamon, IFI dan
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Bank Jabar dengan 36 kantor cabang, 52 kantor cabang pembantu
serta 81 BPRS yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kinerja
bank syariah juga sangat memuaskan. Hal ini dapat terlihat dari
loan to deposit ratio (LDR) atau perbandingan jumlah kredit
dengan simpanan pihak ke-3, yang rata-rata 100 %, terkecuali BMI
yang hanya 81 %. Ini masih lebih bagus dibandingkan LDR
perbankan nasional yang hanya 39 %. Namun, asset bank syariah
yang pada Mei 2002, totalnya Rp 3.02 Trilyun masih kalah apabila
dibandingkan perbankan yang menempati rangking menengah,
seperti Bank Niaga yang pada tahun 1995 sudah mencapai Rp 4.74
Trilyun, apalagi jika dibandingkan dengan BCA yang total assetnya
sebesar Rp 99 Trilyun.
Adanya pelayanan yang meluruskan pelanggan dengan cara sesuai
Islam

Hal itu dapat terbukti dengan diraihnya penghargaan
Quality Assurance Service Australia, predikat ISO 9001 tahun
2000 untuk pelayanan bank khususnya customer service dan taller
banking diberikan pada BMI, serta Market Research Indonesia
tahun 2000, yang memasukkan BMI masuk deretan unggulan

terbaik dari 5 bank dalam pelayanan (Achmad Baraba, 2002).

Faktor Penghambat

"Tidak obyektif kiranya jika hanya menampilkan faktor

pendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia tanpa
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menjelaskan juga factor penghambat yang merupakan tantangan bagi
kita, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang
baru, suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip-prinsip
dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia.
Faktor-faktor penghambat itu adalah:
a. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan
operasional bank syariah
Hal demikian, dikarenakan masih dalam tahap awal
pengembangan dapat dimaklumi bahwa pada saat ini pemahaman
sebagian masyarakat mengenai system dan prinsip perbankan
syariah masih belum tepat. Pada dasarnya, Sistem Ekonomi Islam
telah jglas, yaitu melarang praktek riba serta akumulasi kekayaan
hanya pada pihak tertentu secara tidak adil, akan tetapi, secara
praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar
hubungan antar bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang
halal dalam bank syariah, masih perlu disosialisasikan secara luas.
Adanya perbedaan karakteristik produk bank konvensional dengan
bank syariah telah menimbulkan adanya keengganan bagi
pengguna jasa perbankan.
Keengganan tersebut antara lain disebabkan oleh hilangnya
kesempatan mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari
simpanan. Oleh karena itu, secara umum perlu diinformasikan

bahwa dana pada bank syariah juga dapat memberikan keuntungan




49

finansiil yang kompetitif. Disamping itu, salah satu karakteristik
khusus dari hubungan bank dengan nasabah dalam sistem
perbankan syariah adalah adanya moral force dan tutunan terhadap
etika usaha yang tinggi dari semua pihak. Hal ini selanjutnya akan
mendukung prinsip kehati-hatian dalam usaha bank maupun
nasabah. -
. Peraturan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir
operasional bank syariah

Hal ini disebabkan adanya sejumlah perbedaan dalam
pelaksanaan operasional antara bank syariah dan bank
konvensional. Ketentuan-ketentuan perbankan perlu disesuaikan
agar memenuhi ketentuan syariah schingga bank syariah dapat
beroperasi secara efektif dan efisien. Ketentuan-ketentuan tersebut
antara lain hal yang menyatakan:
1) Instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas;
2) Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk

keperluan pelaksanaan tugas bank sentral;

3) Standar akuntansi, audit dan pelaporan;
4) Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-

hatian.
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c. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas

Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan
dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
Disamping itu, kurangnya jumlah bank syariah yang ada juga
menghambat perkembangan kerjasama antar bank syariah.
Kerjasama yang sangat diperlukan antara lain, berkenaan dengan
penempatan dana antar bank dalam hal mengatasi masalah
likuiditas sebagai suatu badan usaha, bank syariah perlu beroperasi
dengan skala yang ekonomis. Karenanya, jumlah jaringan kantor
bank yang luas juga akan meningkatkan efisiensi usaha.
Berkembangnya jaringan bank syariah juga diharapkan dapat
meningkatkan komposisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan
dan mendorong inovasi produk dan jasa bank syarfah (Hamid,

2002).

d. Kecilnya market share

Adanya bank syariah yang beroperasi dengan tujuan utama
menggerakan perekonomian secara produktif. Di samping
sungguh-sungguh menjalankan fungsi intermediasi karena secara
syariah tugas bank selaku mudharib (pengelola dana) harus
menginvestasikan pada sektor ekonomi secara riil untuk kemudian
berbagi hasil dengan sahibul maal (pemilik dana) sesuai dengan
nisbah yang disepakati. Hal ini terbukti, meskipun market share

bank syariah masih sangat kecil, yaitu kurang dari 1 %, namun
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rasio pembiayaan dengan dana pihak ketiga lebih dari 100 %, yang
berarti bank telah menjalankan fungsi intermediasinya tersebut.
Masih kecilnya market share itu disebabkan antara lain
karena bank syariah mempunyai keterbatasan dana baik dari segi
permodalan maupun jumlah dana masyarakat yang berhasil

dihimpun karena alasan-alasan seperti yang diun gkapkan di atas.

Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah
masih sedikit

| Kendala-kendala di bidang sumber daya manusia dalam
pengembangan perbankan syariah disebabkan karena sistem ini
masih belum lama dikembangkan. Disamping itu, lembaga-
lembaga akademik dan pelatihan dibidang ini. sangat terbatas
sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang non
perbankan syariah, baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank
sentral (pengawas dan pencliti bank), masih sangat sedikit.
Pengembangan sumber daya manusia dibidang perbankan syariah
sangat perlu karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada
level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat
pengetahuan, serta ketrampilan pengelola bank. Sumber daya
manusia dalam perbankan syariah harus memiliki pengetahuan

yang kas dibidang perbankan, memahami implementasi prinsip-

- prinsip syariah dalam praktek perbankan, serta mempunyai

komitmen kuat untuk menerapkannya secara konsisten. Dalam hal

—— i — o —
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pengembangan bank syariah dengan cara mengkonversi bank

konvensional menjadi bank syariah atau membuka kantor cabang

syariah oleh bank umum konvensional. Permasalahan ini menjadi

lebih penting karena diperlukan suatu perubahan pola pikir dari

sistem usaha bank yang beroperasi secara konvensionalo ke bank

yang beroperasi dengan prinsip syariah (Antonio, 2002: 225-226).

Menurut M. Luthfi Hamidi, kelemahan yang dimiliki oleh

bank syariah dalam operasionalnya, yaitu antara lain :

1)

2)

Mutu pelayanan manajemen keuangan yang masih belum
baik, yang mungkin dikarenakan masih terlalu menerapkan
prinsip kehati-hatian, kekhawatiran adanya kredit macet atau
juga yang lain;

Kekurangan modal yang dimiliki oleh bank syariah,
sedangkan pemeintah  seakan-akan masih  enggan
membantunya. Pemerintah lebih memperhatikan bank
komersiil konvensional dengan kebijakan meratifikasinya,
seperti BNI 46 berjumlah Rp 600 M, Bank Mandiri berjumlah
Rp 1.4 T, dan Bank Lippo berjumlah Rp 2 T. Sedangkan
sampai saat ini bank syariah modalnya masih didominasi oleh
IDB dengan memberikan tambahan modal US $ 10 juta, yang
sebelumnya telah memberikan modalnya US $ 6 juta atau Rp

40 M.21




